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TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASILAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS

PENANAMAN MODAT DAN PETAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

KEPATA DINAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 85
Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2076-2O2L, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
G ubernur Nomor t2L T ahun 2017 ;

bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pelayanan perizinan di Provinsi
Sumatera Barat yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi baik internal
maupun eksternal, terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan juga untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan Menanggapi Pengaduan dan Keluhan
Masyarakat dengan Cepat, Tepat, Tuntas, Transparan dan Dapat
Dipertanggungjawabkan ;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Undang- Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor LLZ, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor $a6l;

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi publik;

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5038);
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Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5a9al;

Undang- Undahg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali trakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2OL3 tentang Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP N);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan publik

Secara Nasional;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pelayanan
Publik Nasional;

tl. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota;

L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2oL7 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Layanan Perizinan Dan Non Perizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsisumatera Barat
dengan susunan keanggotaan sebagimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
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Menetapkan

KESATU Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
berikut:
a. Melaksanakan reformasi birokrasi sesuai

birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera

KESATU mempunyai tugat sebagai

prioritas dan road map reformasi
Barat Tahun 2Ot6-2O21 yang akan



IAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPAIA DPMPTSP PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor :totloqqlPK?L/DPMPTSP/2020
Tanggal : tr Juli2020

TIM MOtrllTORlNG & EVALUASI LAYANAN PERIZINAN DAN NOIII PERIZINAN

PADA DPMPTSP PROVINSI SUMATERA BARAT

NO. NAMA JABATAN JABATAN DAI.AM TIM

1. Maswar Dedi, AP, M.Si Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sumatera Barat

Atasan Pejabat Tim
Pelaksana Pengelola

Pengaduan dan lnformasi
Layanan Perizinan dan Non
Perizinan

2. Widya Sari, SE, Ak, MM Sekretaris DPMPTSP Koordinator umum

2. Etnaleli, S.Sos, M.Si Kepala Bidang Pengaduan,

Kebijakan dan Pelaporan

Lavanan

Peiabat Penanggungiawab
Pengelola Pengaduan dan

lnformasi Lavanan

3. Yuniarti, S.Pd, M.Si Kepala Seksi Pengaduan dan
lnformasi Layanan

Pejabat Pengelola
Pengaduan & lnformasi
Layanan serta monitoring
Pelayanan Perizinan

4. Ricky Martin, S.Si, M.Sl Kepala Seksi Kebijakan dan

Penyuluhan Layanan

Koordinator terkait
Penyelesaian Sengketa
Pengaduan

5. Rio Sahzan, S.S, SE Kepala Seksi Pelaporan dan
oeninskatan Lavanan

Tim Koordinasi terkait Data

Perizinan dan Non Perizinan

7. Harni Novita, A.Md Penyusun Bahan lnformasi dan
Publikasi

Pelaksana Pengelola
Pengaduan melalui Survei
Keouasan Masvarakat (SKM)

\r Juli2020
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

dilaksana kan oleh DPM PTSP Provinsi Sumatera Ba rat
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non

perizinan untuk mewujudkan reformasi birokrasi pada DPMPTSP Provinsi
Sumatera Barat.

c. Mengevaluisi hasil Standar Operasional Prosedur (SOP) pertimbangan OPD teknis
yang yang dibutuhkan dalam penerbitan izin.

d. Melaporkan hasil pelakanaan kegiatan kepada Kepala DPMPTSP sebagai atasan
dan ketua Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

e. Tugas-tugas Lainnya sesuai keperluan.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada DPA

DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Kepada Pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana agar melaksanakan tugasnya
dengan penuh rasa tanggungjawab;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di: Padang

Padatanggal : rr Juli2020

KEPALA DINAS MODALDAN
PETAYANAN

PROVTNSt

PINTU

Maswar Dedl, APf
Pembina Utama Muda
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